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KEPUTUSAN CAMAT JATIPURO
NOMOR : 140/249 TAHUN 2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JATIWARNO TENTANG
RAPERDES PERUBAHAN APBDES TA 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JATIPURO,

Menimbang : a., bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
' ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83

Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat

untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa Jatiwamo tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 54935,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6673);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123,



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), secbagamimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganvar
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019 Nomor 99);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun
2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2021 Nomor 83)

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangen Peraturan Desa Jatiwarno
tentang RAFPERDES PERUBAHAN APBDes TA 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan
Lampiran Il Keputusan ini.

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD}) harus melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa
Jatiwarno tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
Keputusan Camat ini.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
(APBEDesa) menjadi Peraturan Desa, maka Camat akan
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa
kepada Bupati,



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Tembusan:
1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar,
2. Kabag Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;



. LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT JATIPURO
NOMOR 140/2 TAHUN 2021
TENTANG
HASIL EVALUASI BANCANGAN
PERATURAN DESA  JATIWARNO
TENTANG RAPERDES PERUBAHAN
APBDES TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JATIWARNO TENTANG

RAPERDES PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2021

A. Kebjjakan Umum

l. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai
dengan Rencana Pembanigunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun anggaran berkenaan.

2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten
Karanganyar dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara
Pemerintah Dacrah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran
belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat,

B. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Jatiwarno Tahun Anggaran 2021,
estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan
realistis sesuai dengan pendapatan yvang diterima oleh Desa
sebesar Rp.2.449.241.100,- (Dua milyar empat ratus empat puluh
Sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah)
yvang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 74.490.000

b. Pendapatan Transfer terdiri dari;
(1] Dana Desa - Rp. 1.163.337.000
|2) Alokasi Dana Desa Rp. 576.954,100
(3) Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 4.434.000
(4] Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 80.026.000
(3] Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 121.000.000
(6) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 410.000.000

c. Pendapatan Lain-lain Rp. 19.000.000

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian
target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan
Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan
yvang berlaku,

C. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Jatiwarno Tahun Anggaran 2021 kegiatan
belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa vang telah diatur
dengan Peraturan Desa.

2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiwarno Tahun
Anggaran 2021 telah memenuhi ketentuan:

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk mendanai:



1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional
Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga;

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3. Pembinaan Kemasyarakatan:

4, Pemberdayaan Masyarakat.

paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah

anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:

1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan Perangkat Desa Lainnya;

2, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat

desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan

Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2021 Nomor 2).

Pengegunaan dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Jatiwarno

dengan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1135).

3. Alokasi Belanja desa “dengan output yang akan dihasilkan yang
ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, - mengikuti standar harga
dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga
perkiraan sendiri (HPS).

D. Pembiayaan
1. Penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun sebelumnya sebesar

Ep

. 30.575.633

2, Pengeluaran Pembiayan yang berupa Penyertaan Modal BUMDesa
sebesar Rp. 145.000.000

E. Rincian PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiwarno

Tahun Anggaran 2021

1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa (PAD) — |[Rp 74.490.000
b. Pendapatan Transfer Rp | 2.355.751.100
1) Dana Desa Rp | _1.163,337.000
2) Alokasi Dana Desa Rp | 576.954.100
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Rp 84.460.000
4] Bantuan Keuangan Provinsi Rp 121.000.000
5] Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 410.000.000
__6) Pendapatan lain-lain Rp 19, 000,000
Jumlah Pendapatan Rp 2.449.241.100
2. Belanja Desa
a. Bidang Penvelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 761.179.733
b. Bidang Pelaksanaan Péembangunan Desa | Rp 1.073.437.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 90.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 210.837.000
e. Bidang Tak Terduga Rp 199.363.000
Jumlah Belanja Rp 2.334.816.733
Surplus/Defisit — |Rp 114.424.367




3. Pembiayaan

30.575.633

. Pe Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 145.000.000
Selisih Pembiavaan (a-b) . Rp (114.424.367)
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